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ABSTRAKSI

DENNY  FELANO,  HUKUM  INTERNASIONAL,  FAKULTAS  HUKUM 

UNIVERSITAS  BRAWIJAYA  MALANG,  JANUARI  2009,  KAJIAN 

NORMATIF  TERHADAP  PERJANJIAN  SISTER  CITY  ANTARA 

PEMERINTAH  KOTA  SURABAYA  DENGAN  PEMERINTAH  KOTA 

GUANGZHOU  DITINJAU DARI  PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN 

INTERNASIONAL,  DR.  MOHAMMAD  RIDWAN,SH.MS  SETYO 

WIDAGDO, SH.MH.    

Secara terminologi pengertian dari Perjanjian Sister City adalah kerjasama 

antara Pemertintah Kota di Indonesia dengan Pemerintah Kota atau yang setingkat 

di Luar Negeri.

Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar 

negeri  (Sister  Province/Sister  City)  dilakukan  dengan  Negara  yang  memiliki 

hubungan  diplomatik  dengan  Negara  Republik  Indonesia,  tidak  mengganggu 

stabilitas  politik  dan  keamanan  dalam  negeri,  dan  berdasarkan  pada  prinsip 

menghormati  kedaulatan  Negara  kesatuan  Republik  Indonesia,  persamaan 

kedudukan,  tidak  memaksakan  kehendak,  memberi  manfaat  dan  saling 

menguntungkan serta tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri 

masing – masing.

Perjanjian sister city antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah 

Kota  Guangzhou  yang  ditandatangani  pada  tanggal  21  Desember  2005   di 

Guangzhou yang meyepakati kerjasama dibidang :
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1. Manajemen Pemerintahan

2. Promosi Usaha

3. Perdagangan dan Pariwisata

4. Seni Budaya & Pendidikan

5. Pemuda dan Olahraga

Metode pendekatan  yang dipakai  dalam penelitian ini  adalah penelitian 

yuridis normatif untuk mengkaji permasalahan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang dilakukan oleh penulis, 

mekanisme Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan perjanjian internasional 

yaitu adanya dua mekanisme yang dikeluarkan oleh 2 (dua) Departemen terkait, 

yaitu Departemen Luar Negeri dan Departemen Dalam Negeri. Dimana masing-

masing Departemen ini mengeluarkan peranturan yang tertuang dalam Permenlu 

dan Permendagri. Masing – masing peraturan yang dikeluarkan oleh Departemen 

terkait ini, menonjolkan peran yang besar pada peraturan masing, seperti dalam 

Permenlu sangat dominan peran Departemen Luar Negeri, sedangkan sebaliknya 

dalam  Permendagri  sangat  dominan  peran  Departemen  Dalam  Negeri.  Untuk 

lebih jelasnya, penulis akan menjabarkan mekanisme dalam melakukan perjanjian 

internasional  yang dikeluarkan  oleh Departemen  Luar  Negeri  dan Departemen 

Dalam Negeri.

Ada  beberapa  permasalahan  yang  muncul  ketika  Pemerintah  Kota 

Surabaya  melaksanakan  perjanjian  sister  city  dengan  Pemerintah  Kota 
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Guangzhou,  dimana  permasalahan-permasalahan  yang  muncul  akan  dibahas 

dalam karya ilmiah ini.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perjanjian sister city antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah 

Kota  Guangzhou  yang  ditandatangani  pada  tanggal  21  Desember  2005   di 

Guangzhou yang meyepakati kerjasama dibidang :

1. Manajemen Pemerintahan

2. Promosi Usaha

3. Perdagangan dan Pariwisata

4. Seni Budaya & Pendidikan

5. Pemuda dan Olahraga1

Pesatnya  perkembangan  teknologi  dewasa  ini  telah  memacu  semakin 

intensifnya  interaksi  antara  negara  dan  antar  bangsa  di  dunia.  Meningkatnya 

intensitas interaksi tersebut telah mempengaruhi pula potensi kegiatan ekonomi, 

politik, sosial dan budaya Indonesia dengan pihak luar, baik itu dilakukan oleh 

Pemerintah, organisasi non pemerintah, swasta dan perseorangan. Kenyataan ini 

menuntut tersedianya suatu perangkat ketentuan untuk mengatur interaksi tersebut

1  http://www.gzwaishi.gov.cn. Diakses pada tanggal 31 Agustus 2008

1
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA TERHADAP PERJANJIAN SISTER CITY 

ANTARA PEMERINTAH KOTA SURABAYA DENGAN PEMERINTAH 

KOTA GUANGZHOU 

Dalam  karya  ilmiah  ini  penulis  akan  menjelasakan  terlebih  dahulu 

mengenai gambaran umum mengenai perjajian sister city itu sendiri, kemudian 

mengenai ketentuan- ketentuan dan teori yang berkaitan dengan permasalah yang 

akan penulis kaji.

1.1 Gambaran Umum Mengenai Perjanjian Sister City

Secara terminologi pengertian dari Perjanjian Sister City adalah kerjasama 

antara Pemertintah Kota di Indonesia dengan Pemerintah Kota atau yang setingkat 

di Luar Negeri.

Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar 

negeri  (Sister  Province/Sister  City)  dilakukan  dengan  Negara  yang  memiliki 

hubungan  diplomatik  dengan  Negara  Republik  Indonesia,  tidak  mengganggu 

stabilitas  politik  dan  keamanan  dalam  negeri,  dan  berdasarkan  pada  prinsip 

menghormati  kedaulatan  Negara  kesatuan  Republik  Indonesia,  persamaan 

kedudukan,  tidak  memaksakan  kehendak,  memberi  manfaat  dan  saling 

menguntungkan serta tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri 

masing – masing.

Pemerintah Daerah yang dimaksud disini adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan  penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif,  kerena 

akan meneliti tentang:

a. Mekanisme pemerintah daerah dalam melakukan perjanjian internasional 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku 

dan dalam ketentuan hukum perjanjian internasional.

b. Permasalahan – permasalahan apa saja yang ditemukan oleh Pemerintah 

Kota  Surabaya  dalam  melaksanakan  Perjanjian  Sister  City  dengan 

Pemerintah  Kota  Guangzhou  dan  bagaimana  penyelesaiannya  sesuai 

dengan  ketentuan  peraturan  perundang  –  undangan  yang  berlaku  dan 

dalam ketentuan hukum perjanjian internasional.

Dengan penggunaan metode ini, permasalahan diatas akan dikaji melalui 

sejumlah peraturan perundang – undangan dan teori-teori yang berkaitan dengan 

permasalahan tersebut.

 3.2 Lokasi

Penelitian ini akan dilaksanakan di Surabaya karena Surabaya adalah kota 

yang melaksanakan perjanjian sister city dengan Guangzhou, selain itu penelitian 

ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, tetapi ada beberapa data yang
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BAB IV

KAJIAN NORMATIF TERHADAP PERJANJIAN SISTER CITY 

ANTARA PEMERINTAH KOTA SURABAYA DENGAN PEMERINTAH 

KOTA GUANGZHOU DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM 

PERJANJIAN INTERNASIONAL

4.1 Mekanisme Pemerintah Kota Surabaya Dalam Melakukan Perjanjian
      Internasional Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
      Yang Berlaku Dan Dalam Ketentuan Hukum Perjanjian Internasional

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang dilakukan oleh penulis, 

mekanisme Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan perjanjian internasional 

yaitu adanya dua mekanisme yang dikeluarkan oleh 2 (dua) Departemen terkait, 

yaitu Departemen Luar Negeri dan Departemen Dalam Negeri. Dimana masing-

masing Departemen ini mengeluarkan peranturan yang tertuang dalam Permenlu 

dan Permendagri. Masing – masing peraturan yang dikeluarkan oleh Departemen 

terkait ini, menonjolkan peran yang besar pada peraturan masing, seperti dalam 

Permenlu sangat dominan peran Departemen Luar Negeri, sedangkan sebaliknya 

dalam  Permendagri  sangat  dominan  peran  Departemen  Dalam  Negeri.  Untuk 

lebih jelasnya, penulis akan menjabarkan mekanisme dalam melakukan perjanjian 

internasional  yang dikeluarkan oleh Departemen Luar  Negeri  dan Departemen 

Dalam Negeri, adalah sebagai berikut.
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BAB V

 PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penjelasan dan penjabaran pada Bab I, II, III, dan 

IV, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa  Perjanjian  sister  city  antara  Pemerintah  Kota  Surabaya  dengan 

Pemerintah  Kota  Guangzhou  yang  ditandatangani  pada  tanggal  21 

Desember  2005  di  Guangzhou yang meyepakati  kerjasama dibidang : 

Manajemen Pemerintahan, Promosi Usaha, Perdagangan dan Pariwisata, 

Seni  Budaya  &  Pendidikan,  Pemuda  dan  Olahraga.  Bahwa  Kerjasama 

antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri (Sister 

Province/Sister City) dilakukan dengan Negara yang memiliki hubungan 

dengan Negara Republik  Indonesia,  tidak mengganggu stabilitas politik 

dan keamanan dalam negeri, dan berdasarkan pada prinsip menghormati 

kedaulatan Negara kesatuan Republik Indonesia,  persamaan kedudukan, 

tidak  memaksakan  kehendak,  memberi  manfaat  dan  saling 

menguntungkan serta tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam 

negeri  masing  –  masing.  Bahwa  dasar  yuridis  bagi  Pemerintah  Kota 

Surabaya dalam melaksanakan perjanjian sister  city dengan Pemerintah 

Kota Guangzhou adalah Pasal 88 ayat 1 Undang – Undang No. 22 Tahun 

1999 Juncto Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
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